
 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

  



88 
 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

No Indikator Pertanyaan 

1.  Pajak Daerah • Bagaimana tingkat pencapaian realisasi 

Pajak Daerah dibandingkan target yang 

ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli 

periode tahun 2019-2023? 

• Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

realisasi Pajak Daerah Pemerintah 

Kabupaten Bangli periode tahun 2019-

2023?  

• Bagaimana kemajuan realisasi anggaran 

Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bangli periode tahun 2019-2023? 

2.  Retribusi Daerah • Bagaimana tingkat pencapaian realisasi 

Retribusi Daerah dibandingkan  yang 

ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli 

periode tahun 2019-2023? 

• Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

realisasi Retribusi Daerah Pemerintah 

Kabupaten Bangli periode tahun 2019-

2023?  

• Bagaimana kemajuan realisasi anggaran 

Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bangli periode tahun 2019-2023? 

3.  Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
• Bagaimana tingkat pencapaian realisasi 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan dibandingkan target yang 

ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli 

periode tahun 2019-2023? 

• Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan Pemerintah 

Kabupaten Bangli periode tahun 2019-

2023?  

• Bagaimana kemajuan realisasi anggaran 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli 

periode tahun 2019-2023? 

4.  Lain-lain PAD yang Sah • Bagaimana tingkat pencapaian realisasi 

Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan  

yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten 

Bangli periode tahun 2019-2023? 

• Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

realisasi Lain-lain PAD yang Sah 

Pemerintah Kabupaten Bangli periode 

tahun 2019-2023?  

• Bagaimana kemajuan realisasi anggaran 

Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah 

Kabupaten Bangli periode tahun 2019-

2023? 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3. Dokumentasi  
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Lampiran 4. Hasil Wawancara 

Peneliti: Saya ingin bertanya mengenai efektivitas PAD dari tahun 2019 hingga 

2023. Saya melihat bahwa pada tahun 2021 angka efektivitasnya mencapai 136,7%. 

Padahal, umumnya realisasi anggaran yang paling efektif berada di kisaran 95% 

hingga 100%. Mengapa pada tahun 2021 bisa melebihi 100% hingga mencapai 

136,7%? 

Informan: Begini, kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kondisi pandemi 

Covid-19. Pada tahun 2020 hingga 2021, kita masih berada dalam masa pandemi 

yang tentu saja berdampak besar terhadap PAD di Kabupaten Bangli. Realisasi 

penerimaan pajak bisa meningkat karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya 

adanya pembayaran tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya atau adanya kebijakan 

tertentu yang mempengaruhi penerimaan daerah. 

Peneliti: Dalam perhitungan PAD tersebut, unsur atau jenis pajak apa saja yang 

dilibatkan? 

Informan: PAD terdiri dari berbagai sumber, tetapi khusus untuk pajak daerah, 

yang kami kelola meliputi sembilan jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, retribusi daerah 

dikelola oleh OPD penghasil masing-masing, seperti Dinas Lingkungan Hidup 

untuk retribusi sampah, Dinas Perhubungan untuk retribusi parkir, dan sebagainya. 

Peneliti: Dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, apakah ada kendala yang 

dihadapi dalam mengelola dan meningkatkan PAD? 

Informan: Tentu saja, kami menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan 

pajak daerah. Salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak (WP) yang masih rendah. 

Beberapa WP cenderung menghindari pembayaran pajak, dan sering kali terjadi 

ketidaksesuaian antara pelaporan dan realisasi pembayaran pajak. Selain itu, masih 

banyak potensi Wajib Pajak yang belum terdata secara maksimal. Kendala lainnya 

adalah keterbatasan SDM dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan pajak. 

Peneliti: Apa langkah atau solusi yang telah dilakukan BKPAD untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

Informan: Saat ini, kami telah mengambil beberapa langkah strategis. Misalnya, 

pada tahun 2023, kami telah menambah tenaga pemeriksa pajak sebanyak dua 

orang. Selain itu, kami membentuk Tim Pengawasan Pajak Daerah yang melibatkan 

Kejaksaan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta instansi 

terkait lainnya. Tim ini bertugas untuk memastikan kepatuhan WP dan 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Dengan langkah-langkah ini, 

kami berharap PAD dapat terus meningkat dan dikelola dengan lebih baik. 

Peneliti: Baik, sejak tahun 2021 bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)? 
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Informan: Secara keseluruhan, PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Peneliti: Bagaimana efektivitas pajak daerah, terutama Pajak PBB? 

Informan: Pajak daerah mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2019 hingga 

2023. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 106%. 

Peneliti: Kenapa pada tahun 2023 terjadi penurunan? 

Informan: Meskipun realisasi tetap lebih dari 100% dari target, ada beberapa faktor 

yang memengaruhi. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami mengintensifkan 

pengawasan dan mendorong pembayaran pajak melalui tim monitoring. 

Peneliti: Jadi, permasalahan terkait pembayaran pajak sudah ditangani? 

Informan: Ya, kami terus mengawasi agar pembayaran pajak tetap optimal dan 

mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dari wajib pajak. 

Peneliti: Bagaimana dengan efektivitas penerimaan retribusi daerah? 

Informan: Retribusi daerah tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan kami. 

Ada 11 OPD yang menangani retribusi, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk 

retribusi sampah, Dinas Perhubungan untuk retribusi parkir, dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan untuk retribusi pasar. 

Peneliti: Dari data yang kami peroleh, pada tahun 2021 angka retribusi daerah 

cukup rendah. Apa penyebabnya? 

Informan: Tahun 2021 pandemi berdampak signifikan terhadap penerimaan 

retribusi. Banyak sektor retribusi, seperti parkir, mengalami penurunan karena 

mobilitas masyarakat berkurang drastis. 

Peneliti: Namun, pajak daerah tetap tinggi pada tahun 2021. Apakah ini akibat 

pembayaran tunggakan dari tahun sebelumnya? 

Informan: Ya, bisa jadi. Banyak wajib pajak yang melunasi tunggakan mereka 

pada tahun itu, sehingga angka realisasi pajak tetap tinggi meskipun kondisi 

ekonomi masih terdampak pandemi. 

Peneliti: Bagaimana dengan kekayaan daerah yang dipisahkan? 

Informan: Kekayaan daerah yang dipisahkan relatif stabil, tidak ada lonjakan 

signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Peneliti: Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kekayaan daerah yang dipisahkan? 
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Informan: Kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup aset-aset seperti investasi 

dalam bentuk deposito dan penyertaan modal pada BUMD yang dikelola oleh 

instansi tertentu. 

Peneliti: Jadi, bidang pajak daerah hanya menangani pajak saja? 

Informan: Benar, kami hanya menangani pajak daerah, sementara retribusi dan 

pendapatan lainnya ditangani oleh OPD terkait. 

Peneliti: Bagaimana pertumbuhan PAD selama beberapa tahun terakhir? 

Informan: Tahun 2021 menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam kondisi 

pandemi, kemungkinan karena adanya pembayaran tunggakan pajak. Tahun 2022 

mulai meningkat kembali seiring dengan pemulihan ekonomi dan normalisasi 

aktivitas bisnis. 

Peneliti: Bagaimana dengan kenaikan retribusi pada tahun 2022? 

Informan: Seiring dengan pemulihan ekonomi, aktivitas bisnis meningkat, 

sehingga penerimaan retribusi juga naik secara signifikan dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Peneliti: Baik pak, Terima kasih atas informasinya. 
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1,224,310,217,532.94 1,145,526,171,159.44 93.57

136,167,572,433.15 121,916,992,922.13 89.53

20,225,017,007.00 22,554,154,808.64 111.52

37,455,625,721.07 35,923,103,680.00 95.91

5,832,977,640.30 6,139,575,904.25 105.26

72,653,952,064.78 57,300,158,529.24 78.87

1,055,734,445,099.79 994,627,094,451.03 94.21

749,194,930,000.00 717,603,456,382.00 95.78

17,593,115,000.00 13,146,289,259.00 74.72

983,593,000.00 590,155,800.00 60.00

584,470,785,000.00 584,470,785,000.00 100.00

146,147,437,000.00 119,396,226,323.00 81.70

104,233,323,000.00 104,233,323,000.00 100.00

104,233,323,000.00 104,233,323,000.00 100.00

105,212,098,416.79 100,543,755,966.03 95.56

105,212,098,416.79 100,543,755,966.03 95.56

97,094,093,683.00 72,246,559,103.00 74.41

43,190,770,400.00 34,746,559,103.00 80.45

53,903,323,283.00 37,500,000,000.00 69.57

0.00 0.00 0.00

32,408,200,000.00 28,982,083,786.28 89.43

32,408,200,000.00 28,982,083,786.28 89.43

1,051,924,301,990.38 932,554,387,138.01 88.65

851,757,878,372.37 786,595,372,288.04 92.35

583,437,648,449.96 508,992,887,378.46 87.24

220,877,560,249.41 233,642,084,043.81 105.78

47,023,169,673.00 43,548,635,865.77 92.61

419,500,000.00 411,765,000.00 98.16

199,166,423,618.01 145,959,014,849.97 73.28

37,497,007,730.80 20,850,661,764.63 55.61

24,913,639,872.81 17,146,822,225.61 68.83

134,285,776,014.40 105,696,448,644.73 78.71

2,470,000,000.00 2,265,082,215.00 91.70

1,000,000,000.00 0.00 0.00

1,000,000,000.00 0.00 0.00

210,322,531,727.81 209,267,205,570.00 99.50

5,768,064,272.81 5,684,919,270.00 98.56

2,022,501,700.70 1,978,551,200.00 97.83

3,745,562,572.11 3,706,368,070.00 98.95

204,554,467,455.00 203,582,286,300.00 99.52

203,809,585,200.00 202,881,469,800.00 99.54

744,882,255.00 700,816,500.00 94.08

(37,936,616,185.25) 3,704,578,451.43 (9.77)

37,936,616,185.25 37,936,616,185.25 100.00

37,936,616,185.25 37,936,616,185.25 100.00

0.00 0.00 0.00

37,936,616,185.25 37,936,616,185.25 100.00

0.00 41,641,194,636.68 0.00

URAIANNO. URUT

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

7 . 1 . 4 Pinjaman Dalam Negeri

PEMBIAYAAN NETTO

7 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA

SURPLUS / (DEFISIT)

7 PEMBIAYAAN

6 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

6 . 1 . 3 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

6 . 1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga

6 TRANSFER

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 . 2 BELANJA MODAL

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 . 1 . 5 Belanja Hibah

5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa

5 BELANJA

5 . 1 BELANJA OPERASI

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA

4 . 2 . 4 . 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Kabupaten - LRA

4 . 2 . 4 . 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Kota - LRA

4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA

4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Provinsi Lainnya - LRA

4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA

4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA

4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

4 PENDAPATAN - LRA

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 

ANGGARAN

2019

REALISASI

2019
(%)
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